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BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR .. : !!1',,'.,. 

' :. ''

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 34 TAHUN 2O11 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN

DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI DANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MUARA ENIM,

: a. bah!',.a berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari dana
Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah, telah diatur
persyaratan usulan Hibah berupa proposal sebagai acuan
dalam penganggaran, pelaksanaan dana Hibah yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan Belanja Hibah, maka Peraturan Bupati
Muara Enim Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungja*,aban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Balrtuan Sosial dari dana Anggaran
Pelldapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu dilakukan Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pcnatausahaan, Pertanggungjau,aban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tenrang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

c.
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3.

1.

2.

g.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambaian Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20i4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
s679)t

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor i40, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2OO8 Nomor 1O);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 24) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara
Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2013 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
lnspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daeralt Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perrrbahan atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013
Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan

Menetapkan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Iah.urL 2072
tentang Perubalan Atas Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor
28]';

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEI-APORAN SERTA

dan Penatausahaan,

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun 20i 1

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabaupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1o),sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan



Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari dana
Alrggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.

2.

3.

4.

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Perangkat Daerah sebagai unsur

Dewar Perwakilan RaLf/at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut
BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Muara Enim.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Muara Enim.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangal tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah, dalam hal ini Kepala BPKAD,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pengelolaan APBD, dalam hal ini Kepala BPKAD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggatan f
Pengguna Barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati
dalam rangka pen)'lrsunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja darl Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Xeuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala BPKAD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana program,
kegiatan dan Anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam hal ini Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum
Daerah-

5.

6.

7.

8.

g.

10.

12.

13.

11.

14.

15.



16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah atau Pemerintai Daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan Pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dar] selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbuikan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah antara Pemerintah Daerah dengal penerima Hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang
bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

19.

18.

21.

20.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (6) dar (8) diubah dan setelah ayat (8) ditambahkan
ayat baru yaitu ayat (9) dan ayat (10) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala
daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.

12) Daltar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

Penyaluran/ penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima
Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Penyerahan Hibah berupa barang kepada penerima Hibah dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima barang.

Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengalr mekanisme pembayaran
langsung (LS).

Pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan sekaligus atau secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali
(triwulan) sesuai kesepakatan yang diatur dalam NPHD,

Pencairan Hibah berupa uang dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga)
bulan sekali (triwulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila

(3)

(4)

(5)

(6)
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Hibah diberikan untuk membiayai kegiatan selama I (satu) tahun
anggaran pada tahun anggaran yang berkenaan.

(B) Kepala BPKAD mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan
pencairan Hibah berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan'

(9) Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D Belanja ilibah :

a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD yang membidangi.
b. Surat Pengantar SPP-Beianja PengeLuaran PPKD.

Ringkasan SPP- Belanja Pengeluaran PPKD,
Rincian SPP- Belanja Pengeluaran PPKD.
SPM Belanja Pengeiuaran PPKD.
Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD).
Proposal awal hasil verifikasi dan rekomendasi SKPD terkair.
Keputusan Bupati Muara Enim tentang Daltar Penerima Hjbah.
Na;kah Perjanjian Hibah Daera! yang telah ditandatangani oleh kedua
belah pihak dan mencantumkan Rekening Bank dan Nomor Pokok

3.

Wajib Pajak atas nama organisasi.
j. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
k. Pakta Integritas.
i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah.
m. Kuitansi Pembayaran.
n. Berita Acara Pembayaran yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi

dengan mencantumkan Rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak
atas nama organisasi.

o, Telaahan persetujuan pemberian bantuan yang telah disetujui oleh
Bupati.

p. Foto copy Rekening Bank atas nama organisasi dari bank dan loto copy
Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi.

(10) Dalam rangka menyikapi adanya perubahan kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan Belanja Hibah, Bupati dapat melakukan perubahan
peruntukin penggunaan Belanja Hibah berdasarkan usulan perubahan
dari penerimi Hibah yang telah dievaluasi oleh SKPD yang membidangi
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 32 ayat (7) diubah dan setelah ayat (7) ditambahkan ayat
baru yaitu ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran
Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Penyaluran/ penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima
Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23A.

(2a) Penyaluran/ penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan
dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah
diverihkasi oleh SKPD terkait.



(3) Penyerahan Bantuan Sosial bempa barang kepada penerima Bantuan
Sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang'

(4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial

sebigaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang Bantuan Sosial.

Pencairan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan sekaligus.

Kepala BPKAD mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan
pencairan Bantuan Sosial berupa uang sesuai peraturan perundang
undangan.

Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D belanja Bantuan Sosial ;

a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD yang membidangi.
b. Surat Pengantar SPP-Belanja Pengeluaran PPKD.

c. Ringkasan SPP Belanja Pengeluaran PPKD.
d. Rincian SPP- Belanja Pengeluaran PPKD
e. SPM Belanja Pengeluaran PPKD.
f. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD).
g. Proposal awal hasil verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait'
h. Keputusan Bupati Muara Enim tentang Daftar Penerima Rantxan

Sosial.
Surat Pernyataan Tidak Ter.jadi Konflik Internal.
Pakta Integritas.

. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial.
Kuitansi Pembayaran.

m. Berita Acara Pembayaran yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi
dengan mencantumkan Rekening Giro Bank dan Nomor Pokok Wajib

1.

j
k
l.

Pajak (NPWP) penerima Bantuan Sosial
n. Telaahan persetujuan pemberian bantuan yang

Bupati.
o. Foto copy rekening koran dari Bank serta foto copy

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
ini dengan penempatannya dalam

memerintahkan pengundan gan

MUZAKIR SAI SOHAR
Diur dangl<an Ci l,'luaia Enim
pada tanggal 9D hfd r.nt,

SEKRETARIS DAERAH
I(\BUP ]VIU ENIM,

telah disetujui oleh

kartu NPWP.

Peraturan Bupati
Enim.

Ditetap . . Ci Muara Enim
ggar OlAP"il aot5-

RERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUNPOIS NOMOR 24


